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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern tenaga listrik merupakan unsur mutlak yang
harus dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu
energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan masyarakat.'Listrik merupakan
salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber
daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan
usaha, baik pada sektor rumah tangga, penerangan, komunikasi, industri
maupun tempat lainnya. Saat ini listrik menjadi hal penting dan
keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan.
Banyak aktifitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan
kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup
tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. Pentingnya energi listrik bagi
masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh
masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan
perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah
penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi
komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus

transportasi barang maupun jasa.

! Bernadetta T. Wulandari, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian
Listrik (P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen”, artikel pada jurnal hukum
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Mengingat arti penting listrik dalam kehidupan masyarakat, maka
penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya
dilakukan oleh PT. PLN selaku Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan
usaha penyediaan tenaga listrik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di
Indonesia. Model pengelolaan tenaga listrik semacam ini didasarkan harapan
pemerintah agar industri ketenagalistrikan transparan, efisien, dan ramah
lingkungan dapat tercipta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai Badan Usaha Milik
Negara, pengelolaan listrik seharusnya semaksimal mungkin, sehingga
pemanfaatan dan penyediaan listrik dapat dijalankan secara merata dan
bermutu.

Dengan terbentuknya undang —undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang
kuat bagi pemerintah dan lembaga perindungan konsumen.Perlindungan
konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong
lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.? Selain Undang-undang
No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada pula peraturan untuk
melindungi konsumen pelaku usaha listrik yaitu Undang —undang No 30
tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Di dalam pasal 1 ayat (10) UU

Ketenagalistrikan ini, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik

? Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



dengan pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).?

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
Nomor 114-12/39/600.2/2002 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan
Tenaga Listrik untuk Umum yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) pada
pasal 1 ayat (1) menegaskan tentang kewajiban PT. PLN memenuhi
pelayanan dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme pelayanan mudah
dipahami, sederhana serta diinformasikan secara luas. Dalam pasal 7 huruf
(b) Undang-Undang Perlindungan  Konsumen disebutkan  bahwa
“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan”. Kewajiban yang satu ini kadang sering
dilupakan. Padahal penyampaian informasi kepada konsumen dapat berupa
representasi, peringatan ataupun instruksi.

Dalam prakteknya harapan pemerintah tersebut masih jauh dari
kenyataan. Seiring dengan perkembangan pembangunan ketenagalistrikan
disertai dengan munculnya beragam masalah yang melingkupi sektor
ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah pemadaman
listrik yang sering terjadi. Pemadaman listrik diartikan dengan keadaan
ketiadaaan aliran listrik. ~Padamnya listrik secara otomatis mematikan

berbagai aktivitas, terutama bagi masyarakat perkotaan yang mengedepankan

® pPasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan



peralatan serba elektronik dan menjadi sangat tergantung kepada listrik®.
Pemadaman listrik dapat diakibatkan krisis energi listrik benar-benar terjadi,
banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di
pelosok tanah air tidak mampu memasok kebutuhan konsumen yang semakin
hari semakin meningkat. Jumlah daya yang disalurkan sebenarnya cenderung
stabil, akan tetapi jumlah pengguna atau konsumen listrik terus meningkat di
setiap harinya.

Pemadaman dapat diakibatkan oleh gangguan diluar perkiraan
manusia, misalnya pohon tumbang dan menjatuhi tiang atau kabel listrik.
Pemadaman listrik juga dapat diakibatkan oleh pemeliharaan jaringan PT.
PLN (Persero) terhadap trafo, kabel dan alat penunjang lainnya yang harus
mendapat perawatan berkala untuk dapat tetap beroperasi sesuai keadaan
normal. Peralatan yang digunakan pastinya mengalami pengurangan nilai
guna dari hari ke hari, untuk sebab itulah secara berkala diperlukan
pemeliharaan peralatan tersebut.

Setiap pekerjaan yang sudah direncanakan pasti telah mempersiapkan
segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu, begitu pula dengan
perencanaan pemadaman yang dilakukan PT. PLN (Persero), maka sudah
seharusnya PT. PLN (Persero) mempersiapkan segala sesuatu yang
menunjang pekerjaan tersebut, termasuk hal penginformasian kepada
pelanggan. Memberitahukan terlebih dahulu tentang program pemadaman

kepada konsumen listrik yang tidak lain adalah masyarakat menjadi tanggung

* https://lib.unnes.ac.id/18135/1/3450406012.pdf diakses pada tanggal 15 mei
2019 pukul 13.50 WIB
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jawab PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyedia jasa listrik dan
masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan haknya dengan menerima
pemberitahuan sebelum diadakannya pemadaman listrik. Kurang meratanya
informasi yang disampaikan PT. PLN (Persero) untuk sampai ke pelanggan,
berdampak terhadap kerugian masyarakat, banyak alat elektronik yang rusak
karena aliran listrik yang putus tiba-tiba. Setidaknya, apabila pemadaman
listrik yang dilakukan disebabkan pemeliharaan jaringan, masyarakat akan
memaklumi dan dapat bersiap-siap untuk menon-aktifkan alat elektroniknya
terlebih dahulu sehingga meminimal kerusakan terhadap alat elektronik.
Kekecewaan masyarakat sebagai konsumen listrik bahwa pihak PT.
PLN (Persero) dianggap melalaikan kewajibannya adalah dengan tidak
didahului dengan keterangan jadwal pelaksanaan pemadaman yang jelas.
Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan
dengan pengumuman di desa-desa, surat edaran atau melalui media elektronik
lainnya. Pemberitahuan informasi tidak diskriminatif terhadap konsumen.
Setiap konsumen berhak mendapat informasi yang sama kadarnya dengan
konsumen lainnya. Termasuk penyebaran informasi pemadaman, yang
seharusnya diterima konsumen dari pihak PT. PLN (Persero). Masyarakat
tidak mengetahui jadwal pelaksanaan pemadaman listrik yang akan
berlangsung di wilayahnya dalam bentuk apapun. Berdasarkan uraian diatas,
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen
Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT.PLN Menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Semarang)”.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar masalah tersebut diatas dapat dirumuskan
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana proses pelaksanaan pemadaman listrik oleh PT.PLN?
2. Apa wujud perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemadaman
listrik sepihak oleh PT.PLN?
3. Apa kendala dan solusi dalam melaksanakan perlindungan konsumen
terhadap pemadaman listrik sepihak?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui standar operasional prosedur perencanaan pemadaman
listrik sepihak di PT. PLN (Persero) Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui apakah standar operasional perencanaan pemadaman
listrik yang berlaku sudah melindungi hak-hak konsumen listrik.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kurangnya informasi
pelaksanaan pemadaman listrik sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN
Kota Semarang.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta

hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.



b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur
kepustakaan tentang Perlindungan Hak-Hak Konsumen di PT. PLN
Kota Semarang sesuai dengan Undang Undang Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai
perlindungan konsumen dibidang penyediaan listrik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola
pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran agar masyarakat lebih
mengetahui alasan-alasan PT. PLN Kota Semarang melakukan
pemadaman sepihak.

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk
meninjau kembali tentang efektivitas pemadaman listrik yang
dilakukan.

E. Terminologi
Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Perlindungan Konsumen
Terhadap Pemadaman Listrik Sepihak oleh PT.PLN Menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Dengan

penjelasan arti dari judul tersebut yakni:



1. Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup.
2. Konsumen
Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2)
yakni “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
3. Pemadaman Listrik
adalah upaya yang dilakukan sengaja sebagai upaya terakhir dari
perusahaan penyedia listrik untuk menghindari mati listrik total pada suatu
sistem jaringan listrik. Hal ini biasanya dilakukan sebagai tanggapan
terhadap situasi sewaktu permintaan listrik melebihi kapasitas suplai daya
dari jaringan.’
F. Metode Penelitian
Agar menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-
fakta akurat yang diperoleh dari penelitian, maka metode penelitian yang

digunakan antara lain :

> https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadaman_bergilir diakses pada tanggal 15 Mei
2019 pukul 14.01 WIB
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1.

2.

3.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah standar operasional prosedur
mengenai perencanaan pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN
(persero), sedangkan dari sudut sosiologisnya mencari keterangan secara
lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara
langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan pemadaman listrik yang
dilakukan oleh PT. PLN (persero) Kota Semarang.
Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tipe deskriptif.  Penelitian  deskriptif adalah penelitian  untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang
menerangkan permasalahan yang diteliti.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif
guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil
penelitian.

Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan
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sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
Sumber data primer adalah data atau keterangan yang
diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang
menjadi objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer adalah
hasil wawancara dengan pihak terkai yakni PT.PLN Kota Semarang
selaku sebagai penyedia listrik secara nasional dan yang dianggap
bertanggungjawab dengan adanya pemadaman listrik sepihak dan
masyarakat serta toko roti di daerah Semarang Timur sebagai
konsumen.
. Sumber Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara
langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber
data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen,
tulisan-tulisan dalam buku ilmiah yang mendukung data.
Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
1) Bahan hukum primer
Yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek)
¢) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan.
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d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
2) Bahan hukum sekunder
Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel,dan
internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri
dari:
a) Kamus Hukum
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
bagian narasumber yang berasal dari PT. PLN Kota Semarang.

Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan
metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan menggunakan
literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Lokasi yang dipilih
penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu:

a. Kantor PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Jalan Onta
Raya No. 4, Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang,

5. Analisis data penelitian
Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data

yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa
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yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang

mencakup kasus mengenai perlindungan konsumen dalam pemadaman

listrik sepihak oleh PT.PLN Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap

Pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT.PLN Menurut Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Kota Semarang)” disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il :

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan

Sistematika Penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Perlindungan
Konsumen, Pelaku Usaha, Sengketa Konsumen, Asas dan Tujuan
Perlindungan Konsumen.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai proses pelaksanaan
perlindungan konsumen, bentuk perlindungan yang diberikan,
bentuk upaya penyelesaian apabila terdapat gugatan yang berasal
dari konsumen, serta kendala yang dialami oleh PT.PLN Kota

Semarang terkai pemadaman listrik sepihak.
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BAB IV : PENUTUP
Berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil
pembahasan pada saat penelitian dan yang akan diakhiri dengan
kesimpulan yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan
konsumen di PT. PLN Kota Semarang dalam pemadaman listrik

sepihak bagi konsumen di Kota Semarang.



